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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Tahun 2016-
2018. Penelitian ini menggunakan matode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancaradan dokumentasi mengenai perancanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka
sedangkan analisis data dilakukan menggunakan Kondensasi Data (Data Condensation) Penyajian
Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing). Dari hasil penelitian
menunjukan bahwa penyusunan ADD berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka
Menengah) Desa. Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 menjukan bahwa secara garis
besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Langir Kecmatan Kangae Kabupaten Sikka sudah
akuntabel dan transparan pada tahapan perancanan, pelaksanan, penatausahan pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan
pembangunan desa langir.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi; Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Abstract. This study aims to determine the Accountability and Transparency of Village Fund
Allocation (ADD) management in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency 2016-2018. This
study uses a qualitative method. Data collection uses interview and documentation techniques

regarding the planning, implementation, and accountability of the Village Fund Allocation (ADD)
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management in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency while data analysis is carried out
using Data Condensation (Data Condensation, Data Display) and Conclusions Drawing. . The
results of the research show that the preparation of ADD is guided by the Village RPIM (Medium-
Term Development Plan). Based on Permendagri number 20 of 2018 shows that in general the
Management of Village Fund Allocations in Langir Village, Kangae Sub-district, Sikka Regency is
accountable and transparent at the stages of planning, implementing, administering reporting,

and accountability. It is also supported by the community who are actively involved in the
development of the Langir village.

Keywords: Accountabilit; Transparency;Management of Village FundAllocation
I. PENDAHULUAN

Otonomi Desa menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima
oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam
menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas
Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya
menjadi lebih terarah dan akuntabel dan transparan. Dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi dana desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang
diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara
proporsional. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan
pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran
pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya digunakan untuk
pembangunan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan
dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang
berlaku sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan
kualitas Pembangunan Desa serta Partisipasi Masyarakat dalam implementasi
pemberdayaan seutuhnya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sikka ini didasarkan pada
realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkanpendanaan yang
seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sikka berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan

partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat
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langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut
merealisasikannya. Dalam pengelolaan ADD, Pemerintah Desa Langir tetap mengacu pada
tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan
Desa, Pemerintah Desa mengakui bahwa masih terdapat masalah- masalah yang dapat
menjadi hambatan dalam proses pengelolaan keuangan desa.
IL.TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejalah yang bersifat universal,
terdapat dimana pun di dunia ini sebagai suatu kominitas kecil yang terikat pada lokalitas
tertentu baik sebagi tempat tinggal (secara menetap) maupun sebagai pemenuhan
kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa
secara umum lebih sering dikaitkan Koentjaraningrat (Astuty dan Fanida, Tahun 2011)
memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua
jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil
(seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya),
Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten
kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan pusat dalam rangka pemberdayaan
masyaraka Wastiono (2006: 110 mengatakan bahwa konsep tentang Dana perimbangan
Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasaan ekonomi (semata ), melaimkam suatu
gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembanganproses politik dan prosesreforem
di desa.Distruksi politik dimasalalu, tentunya memerlukan suatu proses reahabilitasi yang
memadai Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu diwujudkanagar tidak terus
menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa
maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana
Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintaha
kabupaten untuk Desa yang bersumber dan bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan
Daerah yang diterima oleh kabupaten.
Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kabupaten Sikka berharap dengan adanya Alokasi Dana ke Desa,

perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat
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dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desanya dan ikut
merealisasikanya. Namun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terlepas
dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung mauun yang menghambat
prosesnya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluhan kegiatan yang meliputi
perencanan, pelaksanan penatausahaan, pelaporan dan pertagung jawabaan keuangan Desa,
dimana perencanan adalah kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan
sesuai dengan kewenanganya dengan mengacu pada perancanaan pembangunan kabupaten
atau kota, Proses dalam penyampaian laporan penggunaan ADD Kepala Desa yang
bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila laporan
tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda
pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber dari
APBD Kabupaten Sikka. Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka meliputi faktor mendukung dan
penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat, serana prasarana dan
Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia ,
petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi
Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Peraturan Bupati Sikka Nomor 20
tahun 2018 Tentang Petunjuk
Teknis Alokasi Dana Desa

Pegelolaan Alokasi Dana Desa

Perancanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
Pertanggung jawabaan
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I11. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
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sekunder. Data primer data yang di peroleh langsung dari informan berupa informasi di
lapangan  melalui ~ wawancara  mengenai  perancanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Langir Kecamatan
Kangae Kabupaten Sikka. Data sekunder yang di peroleh dari kantor Desa Langir
Kabupaten Skka tahun 2016. Dimana data tersebut berupa laporan-aporan buku-buku
catatan-catatan yang berkaitan erat denga masalah yang diteliti, diantaranya dari segala
kegiatan yang berkaitan dengan potensi dan masalah Pengelolaan Alokasi. Dana Desa
(ADD)Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi
dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan kondensi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Langir

Berkaitan pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa tentunya tidak lepas dari
kemampuan pemerintah desa untuk mengelola ADD sesuai kebutuhan. Pengelolaan ADD
ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi
masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas
pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola ADD dimulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang
dilakukan pemerintahan Desa berdasarkan ADD, dimana dalam ADD berdasarkan RPJM
yang telah disusun bersama sesuai dengan musyawarah mufakat. Penyusunan RPJM Desa
Langir ini dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta
unsur lain yang terkait di Desa. Peran masyarakat dalam berpartisipasi menyusun RPJM
sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka
melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat
akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya. Berikut ini adalah penilaian tingkat

akuntabilitas Desa Langir kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

Tabel 1
Penilaian Tingkat Akuntabilitas
No Kriteria Akuntabilitas Hasil Penelitian Pencapaian
Ya Tidak
1. | Keuangan Desa dikelola Tim pengelola keuangan 4
Berdasarkan asas Desa Langir telah mengelola
transparan dan akuntabel Laporan keuangan
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berdasarkan asas transparan
dan akuntabel

2. | Dalam melakukan Kepala Desa
Pengelolaan keuangan Langir dalam melakukan v
Desa, Kepala Desa dibantu | Pengelolaan keuangan Desa
oleh PTKD telah dibantuoleh PTKD

3. | Kepala Desa Kepala Desa Langir telah
menyampaikan Melakukan pertanggungja
Laporan pertanggungja waban tiap akhir tahun v
waban realisasi anggaran kepada Bupati
Perencanaan ADDa tiap melalui Camat
akhir tahun anggaran

4. | Laporan pertanggungja LaporanPertanggungjawaban
waban realisasi ADD realisasi ADD Desa Langir v
terdiri dari pendapatan, berupa pendapatan belanja
belanja, dan pembiayaan dan pembiaayaan

5. | Laporan Kepala Desa
pertanggungjawaban Langir menyampaikan
Disampaikan pada Bupati | Realisasi v
melalui Camat pertanggungjawaban

Pelaksanaan ADD kepada
Bupati melalui Camat

6, | Bupati dan Camat Dalam melakukan
membina, melakukan Pengelolaan keuangan Desa,
monitoring dan evaluasi Pemerintah Desa Langir v
pelaksanaan pengelolaan telah dibina dan dievaluasi
keuangan Desa oleh Bupati danCamat
7. | Pemerintah Desa Pemerntah Desa Langir telah
menyampaikanlaporan Menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan realisasipelaksanaan ADD
ADD kepada masyarakat kepada masyarakat v
Desa melalui BPD dan LPM serta
pada papan pengumuman di
Balaidesa.

Berikut ini adalah hasil wawancara (pertanyaan terlampir) dengan tim pengelola
keuangan Desa Langir yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara ,
serta wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPM) ,untuk mengetahui akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (ADD):

1. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD)
Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan. Tim
pengelolaan tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
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keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang
dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh (PTKD). Pelaksanaan Teknis
Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara
Desa. Sekretaris Desa bertugas untuk meyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan
keuangan desa. Secara keseluruhan Pengelolaan ADD Desa Langir sudah sesuai dengan
asas-asas atau aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka
(PERBUB) Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Sikka. Asas tersebut adalah transparansi, akuntabel, pertanggungjawabkan
dan adanya partisipasif masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Kerja
Pada pelaksanaan satu periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD),
Pemerintah Desa telah menetapkan beberapa rencana baik dari segi pembangunan
maupun pemberdayaan masyarakat. Misalnya pada tahun 2017 Pemerintah Desa
melaksanakan program pembangunan rehabilitasi gedung TK.Primantari . gedung TK
tersebut saat ini telah dapat digunakan.

3. Akuntabilitas Desa Langir
Bentuk Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam
mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan ADD dengan cara memberikan laporan
pertangggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan
pengelolaan ADD dipapan pengumuman pembangunan yang telah disedikan di Balai
Desa, selain itu Pemerintah Desa juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban
realisasi pengelolaan ADD kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
Permberdayaan Masyarakat (LPM) pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan
ADD. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan ADD tentunya ada pengawasan.
Semua Pemerintah Desa telah diawasi oleh tim Badan Pengelola Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Selain diawasi oleh BPKP, pengelolaan keuangan ADD diawasi
oleh Intern Desa (Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat ), tim ferivikasi dari
Kecamatan, inspektorat, dan Bapenas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwatransparansi
dan akuntabiliats pengelolaan ADD di DESA Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka

sudah berdasarkan pada prinsip responsive, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
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Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Langir

Dalam wawancara yang dilakukan bersama salah satu tokoh masyarakat desa, pada
hari rabu tanggal 14 pukul 10.30 WIiTA, menyatakan bahwa : Selama ini pemerintah desa
langir sudah memberi informasi tentang anggaran desa. Masyarakat selalu dilibatkan
dalam berbagai musyawarah yang dilakukan. Memang kadang keterlibatan masyarakat
kurang karena sibuk di kebun. informasi soal dana itu biasa ditempel pada papan
pengumuman di dkantor desa dan di posyandu setiap dusun. Hal senada disampaikan oleh
bapak ignasius azawedo selaku tokoh pemuda desa dalam wawancara yang dilakukan pada
hari kamis tanggal 15 pukul 10.30 WITA, yang mengatakan bahwa saya sangat
mengapresiasi usaha pemerintah desa dalam mengemban amanat transparan anggaran.
Selain  diinformasikan pada papan pengumuman, pemerintah desa  juga
mempublikasikannya melalui website desa.

Tabel 2
Hasil Analisis Terhadap Transparansi Penggunaan ADD

No Tahapan Analisis Keterangan
1. Kegiatan pencatatan kas masuk | Informasi dana yang akan
mauoun keluar dapat diakses digunakan untuk
dengan mudah oleh masyarakat | melaksanakan kegiatan
ditempelkan pada papan Sesuai
pengumuman. Masyarakat
dapat menanyakan soal
keuangan secara langsung
di kantor desa
2. Laporan realisasi dan laporan Laporan selain
pertaanggungjawaban realisasi | ditempelkan papan
pelaksanaan ADDa pengumuman tetapi juga
diiformasikan kepada dipublikasikan di website Sesuai
masyarakat secara tertulis dan | desa
dengan media informasi yang
mudah diakses oleh
masyarakat
3. Laporan realisasi dan laporan Laporan penggunaan Sesuai
pertanggungjawaban realisasi | anggaran selalu
pelaksanaan ADD disampaikan | disampaikan kepada
kepada Bupati melalui camat bupati melalui camat

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Langir telah
melaksanakan asas transparansi dengan baik. Berbagai informasi dan laporan penggunaan
dana dilaporkan dan dipublikasikan sesuai peraturan perundang- undangan, terkhusus
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Permendagri nomor 20 tahun 2016.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Langir Kecamatan

Kangae Kabupaten Sikka dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Hal tersebut

berdasarkan penjelasan dibawah ini :

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah baik dengan melibatkan
masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab
dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan
pembangunan didesa Langir.Pemerintah desa melibatkan masyakarakat dalam
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dana desa.

2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa menerapkan prinsip
ketransparan dalam pengelolaaan dana desa, hal tersebut dikarenakan keterbukaan
kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa,
kemudian masih banyaknya masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal
pengelolaan alokasi dana desa, dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan danadesa tersebut.

Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih
maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam
pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada
pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana
desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam
musyawarah desa,baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa,
sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa
dengan aparat desa.

2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip
transparansi, Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam

pembangunan desa disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan
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informasi pengumumam, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan
balai desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan
melibatkan masyarakat.
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